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Abstrak 

This study discusses the fraud in the government sector especially Provincial 

Government of DKI Jakarta by three factors, there are the fairness of compensation, 

internal control systems, and organization of government ethics. In addition to 

discussing the factors that influence the occurrence of fraud in the public sector, this 

study also discusses appropriate strategies in response to the fraud problem.  

The population in this study is the Province Government of DKI Jakarta, while 

the sample is Office of the Province Government of DKI Jakarta. Sampling technique 

with Proportionate Stratified Random Sampling and hypothesis testing using SPSS. The 

data used in this study is primary data, through questionnaires distributed to civil 

servants working in the Office of the Province Government of DKI Jakarta.  

The results showed that there is an influence of all three factors, namely 

fairness of compensation, internal control systems, and organization of government 

ethics to fraud in the public sector when tested simultaneously. Where as if partially 

tested, only the fairness of compensation and internal control systems that have an 

impact on fraud, while organization of government ethics not. The research 

recommends to overcome fraud all problems with develop combined strategy of 

repressive and preventive for every level of organization, to provide effective 

compensation, and to implement good governance in the organization.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Seiring perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, berkembang pula praktik 

kejahatan dalam bentuk kecurangan atau yang dikenal dengan istilah fraud. Teori fraud 

tidak terlepas dari konsep fraud triangle yang pertama kali dikemukakan oleh Donald 

Cressey tahun 1953, terdiri atas tiga komponen yaitu tekanan (pressure), peluang 

(opportunity) dan rasionalisasi (rationalization). Fraud dapat terjadi pada sektor swasta 

maupun sektor publik seperti instansi pemerintah, yang pelakunya merupakan pegawai 

pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. Fraud lebih banyak terjadi di instansi 

pemerintah karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem 
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birokasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak 

efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis fraud yang terjadi di instansi 

pemerintah yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu 

fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah 

berkembang dalam masyarakat. Menurut Transparency International berdasarkan 

Corruption Perceptions Index (CPI), tingkat korupsi negara Indonesia di tahun 2011 

berada pada angka 3,0 yang secara kuantitas naik 0,2 dibanding tahun 2010 yang 

berada pada angka 2,8. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa penggunaan 

keuangan negara Indonesia tidak ekonomis, efisien, dan efektif karena mengalami 

kebocoran yang disebabkan oleh korupsi. Perbuatan yang lazim dilakukan adalah 

manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang dapat merugikan 

keuangan negara.  

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan-akan menjadi suatu 

budaya yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan menjadi suatu perilaku 

yang mencoreng nama baik negara Indonesia. Media massa baik koran, televisi, 

maupun internet sering kali memberitakan peristiwa-peristiwa mengenai adanya suatu 

indikasi fraud yang terjadi pada sektor publik khususnya instansi pemerintah yang 

melibatkan sejumlah pejabat dari berbagai tingkatan di pusat maupun di daerah. Forum 

Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis ranking provinsi-provinsi di 

Indonesia yang paling berpotensi terjadi korupsi berdasarkan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011. Dalam IHP tercatat untuk 33 provinsi di 

Indonesia ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 Triliun dengan kasus korupsi 

sebanyak 9.703, kerugian tersebut terjadi dari tahun anggaran tahun 2005 sampai tahun 

2011, dan Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama berpotensi terjadi korupsi.  

Menurut Kepala PPATK Muhammad Yusuf, PPATK telah mengkaji profil Provinsi 

DKI Jakarta dan menyatakan bahwa transaksi mencurigakan lebih dominan dilakukan 

oleh perseorangan yang berasal dari struktur pemerintah atau PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) di lingkungan pemerintah provinsi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 

beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa korupsi banyak dilakukan oleh 

pegawai instansi pemerintah, diantaranya karena belum terwujudnya keadilan dari segi 

kompensasi. Keadilan dalam organisasi merupakan istilah untuk mendeskripsikan 

kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus pada bagaimana para 

pegawai atau karyawan menyimpulkan apakah mereka telah diperlakukan secara adil 

dalam lingkungan pekerjaan.  

Keadilan dalam penelitian ini menekankan bagaimana kompensasi berupa gaji, 

tunjangan, dan pekerjaan (promosi) dialokasikan secara adil dan proporsional. 

Penelitian tentang teori keadilan pertama kali dilakukan pada tahun 1963 oleh Stacey 

Adams. Teori keadilan secara tidak langsung menjadi masalah yang penting, karena 

berkaitan dengan persepsi pegawai atau karyawan tentang kewajaran atau keadilan 

dalam kehidupan berorganisasi. Keadilan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibagi 

ke dalam dua dimensi yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Pokok bahasan 

keadilan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan kompensasi yang diterima 

pegawai atau karyawan dalam organisasi. Menurut konsep Dessler (2005) kompensasi 

pegawai atau karyawan dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu: (1) Kompensasi 

financial yang dibayar langsung berupa gaji, upah, insentif, dan bonus; (2) Kompensasi 

finansial yang dibayar secara tidak langsung berupa tunjangan; dan (3) Kompensasi 

non finansial berupa promosi, training, dan fasilitas. Keadilan kompensasi memiliki 
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pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pegawai atau karyawan di tempat kerja, 

karena apabila pegawai atau karyawan menerima atau merasakan ketidakadilan maka 

akan menimbulkan rasa tidak puas dalam diri sehingga dapat memicu terjadinya fraud.  

Alasan kedua yang melatarbelakangi terjadinya korupsi di lingkungan pegawai 

instansi pemerintah, dikarenakan belum efektifnya sistem pengendalian internal. 

Peterson & Gibson (2003) yang dikutip oleh Rae & Subramaniam (2008), 

mengungkapkan bahwa prosedur pengendalian internal yang jelek dipandang sebagai 

faktor dimana memungkinkan fraud akan terjadi. Hal ini berarti bahwa ketika 

pengendalian internal tidak efektif, maka fraud sangat mudah terjadi sehingga 

berdampak buruk pada perusahaan atau organisasi. Melalui pengendalian internal, 

setiap organisasi yang menjalankannya berharap untuk dapat mencegah, 

menghilangkan bahkan menekan sedapat mungkin need dan greed yang mengawali 

terjadinya fraud yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan, dan membantu untuk 

mengurangi fraud karena adanya peluang (opportunity) akibat lemahnya sistem 

pengendalian internal tersebut. Semakin efektif pengendalian internal maka semakin 

dapat dicegah terjadinya fraud dalam suatu organisasi.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

yang tertuang dalam IHP BPK Semester II Tahun 2012, terungkap 12.947 kasus dengan 

kerugian negara sebesar Rp 9,27 triliun, dari jumlah tersebut sebanyak 4.815 kasus atau 

sebesar 37,19% merupakan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Data 

tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian internal memiliki peranan yang sangat 

penting bagi suatu organisasi terutama pemerintah, yang pelaksanaannya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

(SPIP). Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem pengendalian internal memiliki 

pengaruh terhadap individu terutama pegawai di instansi pemerintah dalam melakukan 

fraud. Selain itu, rendahnya etika dalam instansi pemerintah juga dapat mempengaruhi 

terjadinya fraud. Etika memainkan peranan yang penting dalam kehidupan organisasi, 

baik publik maupun swasta.  

Etika organisasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. 

Masalah etika dewasa ini merupakan salah satu persoalan besar yang amat merisaukan 

dalam pengelolaan bangsa dan negara. Hampir dalam setiap bidang norma etika 

dilabrak sehingga orang tidak mengetahui lagi mana yang patut dan mana yang tidak. 

Demikian pula birokrasi yang ada sebagai mesin raksasa penggerak pemerintahan pada 

umumnya masih bercitra lamban, boros, korup, ruwet, dan tidak profesional. Banyak 

sekali kasus-kasus muncul berkaitan dengan penyelewengan etika organisasi, salah satu 

contoh nyata yang masih saja dilakukan oleh individu dalam organisasi pemerintah 

yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masalah KKN dalam instansi pemerintah 

menjadi masalah yang berkaitan dengan etika organisasi pemerintah, karena hal 

tersebut merupakan penyelewengan dari apa yang seharusnya dilakukan dan dimiliki 

oleh seorang individu atau pegawai dalam organisasi pemerintah, yakni melayani 

rakyat dengan baik dan berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat. Dalam instansi 

pemerintah, etika yang akan dibahas berkaitan dengan etika PNS yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik Pegawai Negeri Sipil.  

Berperilaku berdasarkan kode etik merupakan wujud aparatur yang bersih dan 

berwibawa serta pemerintahan yang baik (good gonvernment), dan apabila dilanggar 

akan dikenakan sanksi yang tegas. Implementasi etika organisasi akan mencegah 
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kecenderungan terjadinya fraud dalam organisasi. Penelitian ini ingin mengetahui 

apakah keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi 

pemerintah dapat mempengaruhi terjadinya fraud pada sektor pemerintah. Berdasarkan 

latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fraud 

pada sektor pemerintah berdasarkan faktor keadilan kompensasi, sistem pengendalian 

internal, dan etika organisasi pemerintah”. 

 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Fraud pada sektor 

pemerintah?  

b. Apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Fraud pada 

sektor pemerintah? 

c. Apakah terdapat pengaruh Etika Organisasi Pemerintah terhadap Fraud pada sektor 

pemerintah?  

d. Bagaimana Strategi Penanggulangan Fraud pada sektor pemerintah dengan fokus 

pada faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika 

Organisasi Pemerintah? 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan 

perumusan masalah di atas, adalah:  

a. Bagi peneliti, diharapakan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan 

fraud khususnya praktik korupsi, sekaligus sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai 

pengaruh keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi 

pemerintah terhadap fraud yang terjadi pada sektor pemerintah serta strategi 

penangulangan fraud tersebut dengan fokus pada ketiga faktor yang 

mempengaruhinya. 

b. Bagi praktisi atau instansi pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada instansi di mana peneliti 

melakukan penelitian.  

c. Bagi akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu bagi dunia akademik mengenai 

fraud yang terjadi pada sektor pemerintah berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta strategi penangulangan fraud. Selain itu, dapat dijadikan 

sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya. 

 

LANDASAN TEORI 

 

1. Fraud 

IIA (Institute of Internal Auditors) dalam Standard Glossary menjelaskan fraud dengan 

menyatakan bahwa: 

Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by 

intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of 

the organization and by persons outside as well as inside organization.   
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Definisi fraud berdasarkan Webster’s New World Doactionary dalam Sudarmo et al, 

(2008) yaitu: 

fraud adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang 

kecerdikan, akal bulus tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk 

mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara penyajian yang 

salah. Tidak (ada) aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang 

lebih tepat untuk memberikan makna lain tentang fraud, kecuali cara melakukan 

tipu daya, secara tak wajar, dan cerdik sehingga orang lain menjadi terpedaya. Satu-

satunya yang dapat menjadi batasan tentang fraud adalah biasanya dilakukan 

mereka yang tidak jujur/penuh tipu muslihat.  

Dengan demikian, secara umum fraud mengandung tiga unsur penting, yaitu: 

 (1) perbuatan tidak jujur, (2) niat atau kesengajaan, dan (3) penipuan yang merugikan 

orang lain. Fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang 

diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan 

saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, mencakup semua cara yang tak terduga, 

penuh siasat, licik, atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang 

menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian. ACFE membagi fraud dalam 

tiga jenis berdasarkan perbuatan yaitu:  

a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)  

b. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)  

c. Korupsi (Corruption).  

Klasifikasi fraud tersebut dikenal dengan istilah “Fraud Tree” atau Uniform 

Occupational Fraud Classification System. Selain itu, satu lagi tipologi fraud yaitu 

cybercrime. Fraud jenis ini merupakan jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan 

oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh setiap 

orang. Cybercrime juga akan menjadi jenis fraud yang paling ditakuti dimasa depan 

dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih. Pengklasifikasian fraud 

menurut Simanjuntak (2008) dalam Putra (2010) dapat dibagi beberapa jenis, yaitu: 

a. Berdasarkan Pencatatan, terdiri dari: pencurian aset yang tampak secara terbuka 

pada buku (fraud open on-the-books), pencurian aset yang tampak pada buku, 

namun tersembunyi di antara catatan akuntansi yang valid (fraud hidden on-the-

books), pencurian aset yang tidak tampak pada buku dan tidak akan dapat dideteksi 

melalui pengujian transaksi akuntansi (fraud off-the-books).  

b. Berdasarkan Frekuensi, terdiri dari: tidak berulang (non-repeating fraud) dan 

berulang (repeating fraud)  

c. Berdasarkan Konspirasi, terdiri dari: bona fide conspiracy (semua pihak sadar akan 

adanya fraud) dan pseudo conspiracy (terdapat pihak-pihak yang tidak mengetahui 

terjadinya fraud).  

d. Berdasarkan Keunikan, terdiri dari: kecurangan khusus (specialized fraud), dan 

kecurangan umum (garden varieties of fraud).  

Menurut Hermiyetti (2010) fraud terjadi pada dua tingkatan, yaitu fraud pegawai 

dan fraud manajemen. Selain beberapa klasifikasi tersebut, terdapat tiga faktor 

pendorong seseorang atau kelompok dalam melakukan fraud yang dikenal dengan 

istilah “fraud triangle”, yang terdiri dari tekanan (pressure), peluang (opportunity) dan 

rasionalisasi (rationalization). Fraud triangle biasanya digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko fraud. Simanjuntak (2008) dalam Putra (2010) 

menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud yang 
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disebut juga dengan teori GONE, yaitu: (1) Greed (keserakahan), (2) Opportunity 

(kesempatan), (3) Need (kebutuhan), dan (4) Exposure (pengungkapan). Faktor greed 

dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku fraud (faktor 

individual), sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang 

berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan fraud (faktor umum).  

Perbuatan fraud dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan 

merusak sendi-sendi sosial budaya masyarakat. Sudarmo et al, (2008) mengemukakan 

bahwa fraud hampir terdapat pada setiap lini pada suatu organisasi, mulai dari jajaran 

manajemen atau pimpinan puncak sampai kepada jajaran terdepan atau pelaksana 

bahkan bisa sampai ke pesuruh (office boy). Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja, 

bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. Di Indonesia kasus 

fraud yang terjadi secara jumlah dan frekuensi dari tahun ke tahun terus meningkat, 

secara faktual (nyata) sulit untuk menguantifikasi kerugian. Hal tersebut dikarenakan 

kebanyakan fraud sulit ditemukan dan diungkap secara tuntas.  

 

2. Korupsi 

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi 

maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau 

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan 

publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi sebagai salah satu bentuk fraud 

dapat merusak kehidupan berbangsa, menyengsarakan rakyat, dan menjadi penyebab 

kemiskinan. Korupsi dapat dilihat dari pengertian yang sempit dan luas. Pavarala 

(1996) dalam Umar (2012) membagi dua kelompok pengertian korupsi yakni 

pengertian sempit dan luas yang juga memperhatikan moral dan etika. Dalam arti 

sempit, korupsi meliputi penyuapan (bribery), penggunaan barang publik tidak sesuai 

dengan peruntukannya (misappropriation of public resources), komisi (kickbacks 

commissions), penyelewengan (embezzlement), dan pemberian melebihi nilai yang 

diperkenankan (gifts beyond a certain value). Sedangkan dalam arti luas, korupsi 

mencakup hal-hal di atas ditambah nepotisme atau pavoritisme, ketidakjujuran atau 

kejahatan (cheating, fraud dan dishonesty), serta kejahatan intelektual (intellectual 

crime). Inti korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau 

pemilik untuk kepentingan pribadi.  

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah 

berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan 

sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi (Wahyudi, 2005). Memahami 

perilaku korupsi bukan suatu yang mudah, sebab kebiasaan berperilaku koruptif selama 

ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah, meskipun bertentangan dengan UU 

No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Kasus 

korupsi di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Penegakan hukum dan 

pemberantasan korupsi pun lemah, bahkan korupsi merasuki institusi pengawal hukum 

(Sudarmo et al, 2008). Suatu survei mengenai korupsi, berdasarkan Global Corruption 

Barometer (GCB) dan Bribe Payers Index (BPI) dalam Transparency International 

menemukan bahwa sektor yang paling sarat dengan tindak pidana korupsi adalah sektor 

pemerintah.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai instansi 

pemerintah terhadap korupsi yang terjadi. Persepsi merupakan cara bagaimana 

seseorang melihat dan menaksirkan suatu obyek atau kejadian. Persepsi memiliki sifat 
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subyektif karena persepsi mencakup penilaian seseorang yang berbeda-beda terhadap 

suatu obyek. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai persepsinya, sehingga persepsi 

sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak dan 

berperilaku.  

 

3. Keadilan Kompensasi (Compensation of Fairness) 

Secara umum keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma 

tentang hak dan kewajaran atau kelayakan dipenuhi (Lind & Tyler, 1988 dalam 

Daromes, 2006). Teori keadilan pertama kali dikeluarkan oleh J. Stacey Adams tahun 

1963 dikenal dengan istilah equity theory yang merupakan bagian dari teori motivasi 

kerja (Badawi, 2012). Untuk memotivasi karyawan, organisasi harus mengetahui motif 

dan motivasi dari karyawannya, diantaranya dengan memberikan rewards atas 

pekerjaan yang telah dilakukan dan menciptakan keadilan dalam organisasi. Reward 

merupakan bagian dari teori motivasi yang dikenal dengan teori pengharapan, yang 

menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja untuk mendapatkan rewards yang 

mereka inginkan dan yang mereka percaya bahwa mereka mempunyai kesempatan 

untuk meraihnya (Griffin & Ebert, 2003). Teori pengharapan menjelaskan mengapa 

beberapa orang tidak bekerja sekeras mungkin ketika gaji mereka tidak sesuai dengan 

yang diharapkan atau faktor lainnya seperti pemberian gaji berdasarkan senioritas, 

kekuasaan, ketidakadilan, dan lainnya. 

Teori keadilan dalam Stoner et al, (1996) menyatakan bahwa manusia mempunyai 

pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Adam 

mengemukakan bahwa individu-individu akan membuat perbandingan-perbandingan 

tertentu terhadap suatu pekerjaan. Konsep keadilan dalam organisasi pada penelitian ini 

dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu keadilan distributif dan prosedural. Keadilan 

distributif dan prosedural merujuk pada persepsi individu karyawan terhadap kewajaran 

dan keseimbangan antara masukan-masukan (pengetahuan, keterampilan, pengalaman, 

kerajinan, maupun kegigihan, dan kerja keras) yang mereka berikan dengan hasil-hasil 

organisasi (kompensasi) yang mereka terima, serta persepsi pegawai atau karyawan 

tentang wajar atau tidaknya proses yang digunakan untuk mendistribusikan hasil-hasil 

organisasi tersebut. Keadilan dalam instansi pemerintah dapat dilihat berdasarkan 

kompensasi yang diterima pegawai, apabila kompensasi yang diterima tidak sesuai 

dengan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan maka akan memotivasi pegawai 

untuk berperilaku curang (fraud). Menurut Dessler (2005) definisi kompensasi yaitu: 

“Employee compensation refers to all forms of pay or reward going to employees 

and arising from their employment, and it has two main components : direct 

financial payments (in the form of wages, salaries, incentives, commissions, and 

bonuses), and indirect payments (in the form of financial benefits like employer-

paid insurance and vacations” 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan (Hasibuan, 2007). Menurut Luthans (1998) dalam Tella et al, 

(2007) menjelaskan bahwa kompensasi yang sesuai menjadi bagian yang sangat 

penting bagi kinerja karyawan serta keberhasilan organisasi. Dengan kompensasi yang 

sesuai, perilaku tidak etis dan kecenderungan fraud diharapkan dapat berkurang. 

Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi dan tidak melakukan 

perilaku yang tidak etis serta kecenderungan berlaku fraud demi memaksimalkan 
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keuntungan pribadi. Kebijakan kompensasi merupakan kebijaksanaan yang penting dan 

strategis karena hal ini langsung berhubungan dengan peningkatan semangat kerja, 

kinerja dan motivasi karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Menurut 

Handoko (2003) dalam Dharmawan (2011), tujuan pemberian kompensasi kepada 

karyawan atau pegawai dalam suatu organsasi adalah untuk: memperoleh personalia 

qualified, mempertahankan karyawan yang ada sekarang, menjamin keadilan, 

menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, dan memenuhi 

peraturan-peraturan legal.  

Ambrose & Schminke (2009) melakukan penelitian tentang bagaimana keadilan 

distributif, prosedural, dan interaksional mempengaruhi sikap dan perilaku individu 

untuk tidak beperilaku menyimpang terhadap organisasi. Hasil dari penelitiannya 

menyarankan bahwa dengan meningkatkan keadilan maka sangat berguna terhadap 

dampak relatif (fraud) yang akan terjadi apabila faktor keadilan tidak dipertimbangkan. 

Cropanzano et al, (2007) menyatakan bahwa keadilan dalam organisasi memiliki 

potensi untuk menciptakan manfaat yang kuat untuk organisasi maupun karyawan, 

seperti membangun kepercayaan dan komitmen yang lebih besar, meningkatkan 

prestasi kerja, membangun kepuasan dan loyalitas, dan mengurangi konflik seperti 

fraud akibat ketidakadilan yang diterima. Kepuasan gaji merupakan contoh sederhana 

yang memiliki hubungan dengan persepsi terhadap keadilan (Williams et al, 2006).  

Haque & Sahay (1996); Rijkeghem et al, (1997) dalam Sulistiyowati (2007) 

menghubungkan terjadinya korupsi akibat gaji yang rendah, sedangkan Darsono (2001) 

menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah perasaan tidak 

sanggup menolak ketidakadilan (inequity) akibat upah dibawah standar 

(underpayment), sehingga korupsi merupakan salah satu reaksi kompromistis dari 

perasaan ketidakadilan yang diterima oleh pegawai. Saefudin (1997) dalam 

Sulistiyowati (2007) mengemukakan bahwa sulitnya korupsi diberantas dikarenakan 

adanya ketidakrelaan menerima gaji yang relatif terbatas dibandingkan dengan tingkat 

kebutuhan yang layak. Tjahjono (2007) menemukan bahwa keadilan distributif dan 

keadilan prosedural memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku retaliasi 

(mendorong pada perilaku melawan atau membalas) apabila ketidakadilan terjadi 

dalam organisasi. Herman (2013) menyatakan bahwa keadilan dalam organisasi 

menekankan bagaimana kompensasi dan promosi dialokasikan secara adil dan 

proporsional. Senada dengan penelitian Herman (2013), Prasetyo (2011) menemukan 

bahwa keadilan dalam organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat fraud 

pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, maka dihasilkan hipotesis pertama yaitu: 

H1: Terdapat Pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Fraud pada Sektor 

Pemerintah. 

 

4. Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System) 

Pengendalian internal menurut COSO, merupakan rangkaian tindakan yang mencakup 

keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses 

manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pengendalian 

bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi 

merupakan bagian integral dalam proses tersebut. Arens et al, (2008) menyatakan 

sistem pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang terdiri dari 

kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang 

wajar bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasarannya dan mencegah fraud. 



_________________________________________Sulastri/Binsar H Simanjuntak    207 
 

Volume. 1 Nomor. 2 September 2014 

hal. 199-1227,  ISSN : 2339-0859 

  

Pengendalian internal dalam pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari 

5 komponen, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, terdiri dari: 

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut. Peterson & Gibson 

(2003) mengungkapkan bahwa prosedur pengendalian internal yang jelek dipandang 

sebagai faktor dimana memungkinkan fraud akan terjadi.  

Sawyer et al, (2005) menemukan bahawa fungsi dari sistem pengendalian internal 

dapat mencegah dan mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan (fraud) serta 

mengarahkan terhadap hal-hal yang diinginkan. Cuomo (2005) menyatakan bahwa 

dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit ataupun non profit 

dapat melindungi aset perusahaan dari fraud dan tentunya membantu manajemen dalam 

melaksanakan segala aktivitasnya. Wilopo (2006) meneliti kecenderungan fraud 

akuntansi di Indonesia dengan menggunakan variabel keefektifan dari pengendalian 

internal sebagai salah satu variabel yang dapat menjelaskan kecenderungan fraud 

akuntansi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif 

memberikan pengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi di suatu perusahaan. 

Artinya semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah 

kecenderungan fraud akuntansi oleh manajemen perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rae & Subramaniam (2008) menemukan bahwa 

kualitas pengendalian internal dapat menekan terjadinya fraud karyawan. Menurut 

Christofel (2010), fitur sistem pengendalian manajemen, seperti pengendalian internal 

merupakan suatu kunci penghalang dari fraud yang akan terjadi. Pristiyanti (2012) juga 

menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan kepatuhan pengendalian internal 

memiliki pengaruh terhadap fraud pada sektor pemerintah di Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitadewi & Irwandi (2012) menemukan adanya 

hubungan kualitas pengendalian internal terhadap fraud pegawai. Chtioui & Dubuisson 

(2011) menemukan bahwa perlunya harmonisasi antara pengendalian formal dan 

informal (kombinasi) yang seimbang dan sesuai dengan karakteristik perusahaan 

sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah kesalahan dan penipuan (fraud) yang 

terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihasilkan hipotesis kedua yaitu: 

H2: Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Fraud pada Sektor 

Pemerintah.  

 

5. Etika Organisasi Pemerintah (Organization of Government Ethics) 

Etika organisasi pemerintah sejak era reformasi ini telah menjadi topik bahasan, 

terutama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini yaitu banyak aparat birokrasi atau 

aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang 

telah ditetapkan. Aparatur pemerintah yang dimaksud yaitu pegawai negeri sipil yang 

secara organisatoris dan hirarkis melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing 

sesuai aturan yang telah ditetapkan. PNS sebagai aparatur pemerintah harus mampu 

bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat, 

melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga diperlukannya pembinaan 

secara terus menerus dan berkesinambungan. Penelitian ini akan membahas etika yang 

berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara struktural telah diatur dalam 

Undang-undang Kepegawaian yang dikenal dengan istilah Kode Etik Pegawai Negeri 
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atau Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan 

Kode Etik PNS. 

Etika organisasi pemerintah atau etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah 

sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparatur pemerintah dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintah, 

yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan 

masyarakat. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma 

yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Teori etika sering 

digunakan oleh golongan profesional untuk dijadikan sebagai panduan mereka apabila 

menghadapi dilema etika. Golongan professional menggunakan teori ini untuk melihat 

dengan lebih jelas lagi justifikasi mengenai tanggungjawab mereka. Salah satu teori 

yang berakaitan dengan etika adalah teori kepribadian mulia. Penggagas utama teori ini 

adalah Aristoteles yang mengatakan bahwa pribadi mulia dianggap sebagai satu hal 

yang diperlukan oleh seseorang individu menjalankan aktivitas secara rasional. Selain 

itu, beliau menyatakan bahwa diperlukannya kebijaksanaan dan penilaian yang baik 

dalam melakukan suatu tindakan. Teori kepribadian mulia merupakan keseimbangan 

dalam perlakuan, emosi, keinginan, dan sikap (Stoner et al, 1996). 

Etika menurut Griffin & Ebert (2003) merupakan keyakinan mengenai tindakan 

yang benar dan yang salah dan tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi 

hal lainnya, karena didasarkan pada konsep sosial dan keyakinan perorangan, maka 

etika dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, dari satu situasi ke situasi 

lainnya, serta dari satu budaya ke budaya lainnya. Dengan demikian jelas bahwa etika 

organisasi pemerintah sangat terkait dengan perilaku (kode etik) dan tindakan oleh 

aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan kerjanya, apakah ia menyimpang 

dari aturan dan ketentuan atau tidak. Salah satu contoh tindakan menyimpang yang 

dilakukan adalah korupsi. Korupsi sebagai isu moral yang meresapi jiwa individu 

terhadap keserakahan, maka dari itu pentingnya menganalisis aspek etika untuk 

mengembangkan konsep anti-korupsi (Kreikebaum, 2008). Menurut Dion (2008) 

mencegah kejahatan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui pelaksanaan dan 

penguatan kepemimpinan etis melalui etika yang baik antara manajemen puncak. 

Glover & Aono (1995) dalam Dion (2008) menyatakan bahwa deteksi penipuan (fraud) 

menyiratkan adanya budaya perusahaan (etika organisasi) yang mempengaruhi perilaku 

diri setiap karyawan.  

Dallas (2002) dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa berbagai fraud akuntansi 

yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain di USA 

dikarenakan perilaku tidak etis dari manajemen perusahaan. Suprapto menyatakan 

bahwa etika organisasi harus mendapat perhatian yang besar, terutama setelah 

terungkapnya budaya tidak etis Enron Corp. yang membawa kebangkrutan serta 

kepailitan besar di AS pada akhir tahun 2001. Amrizal (2004) menjelaskan bahwa 

setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku 

organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara 

tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai, sehingga dapat mengurangi 

atau menghindari terjadinya fraud. Hasil penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) 

menunjukkan bahwa moralitas manajemen memberikan pengaruh negatif terhadap 

perilaku tidak etis dan kecenderungan fraud akuntansi pada perusahaan. Artinya 

semakin tinggi moralitas manajemen, maka semakin rendah kecenderungan fraud 

akuntansi. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Soetikno 
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(2012) menemukan bahwa variabel moralitas (etika) tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan fraud akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD). Berdasarkan uraian tersebut, maka dihasilkan hipotesis ketiga yaitu: 

H3: Terdapat Pengaruh Etika Organisasi Pemerintah terhadap Fraud pada Sektor 

Pemerintah.   

 

6. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh dari ketiga faktor yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu keadilan 

kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi pemerintah terhadap 

fraud pada sektor pemerintah. Di bawah ini menunjukkan kerangka pemikiran yang 

dikombinasikan untuk melihat secara keseluruhan pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir 

 

             

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 1 di atas, maka pertanyaan pada 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana Strategi Penanggulangan Fraud pada Sektor Pemerintah dengan fokus 

pada faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika 

Organisasi Pemerintah? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas (sebab-akibat), yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah keadilan kompensasi, 

sistem pengendalian internal, dan etika organisasi pemerintah, sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah fraud pada sektor pemerintah. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Sampel penelitian adalah SKPD yang bekerja di Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta yang tersebar dilima wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta 

Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Adapun yang menjadi sasaran atau unit 

analisis adalah PNS yang bekerja di Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian 

ini merupakan studi cross section dan data yang digunakan adalah data primer. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

Menentukan batas minimal banyaknya sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan tingkat 

kesalahan 5% (Sekaran, 2006).  

Fraud pada Sektor 

Pemerintah 

Keadilan Kompensasi 

Sistem Pengendalian Internal 

Etika Organisasi Pemerintah 
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1. Definisi Operasional dan Pengkuruan Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan masing-

masing variabel terdiri dari 11 item pernyataan. Jawaban responden diberi skor 

menggunakan lima poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-

ragu atau Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Berikut definisi dan indikator 

masing-masing variabel penelitian: 

a. Variabel Independen 

1) Keadilan Kompensasi (X1), yaitu persepsi pegawai Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tentang sejauh mana perbandingan relatif antara masukan-masukan 

yang mereka berikan dengan hasil-hasil yang diterima dari instansi tempat 

mereka bekerja, serta proses dan prosedur yang digunakan untuk 

mengalokasikan hasil tersebut (Adams, 1963 dalam Robbins, 2006). Menurut 

konsep Dessler (1997) dalam Noprian (2012), kompensasi dibagi dalam tiga 

jenis, yaitu gaji, tunjangan, dan promosi. Indikator variabel keadilan 

kompensasi antara lain: jumlah kompensasi yang diterima, kesesuaian 

kompensasi dengan beban kerja, prosedur pemberian kompensasi, dan 

kesesuaian prosedur kompensasi dengan peraturan yang berlaku.  

2) Sistem Pengendalian Internal (X2), yaitu persepsi pegawai tentang sejauh mana 

sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP). Indikator 

variabel sistem pengendalian internal antara lain: lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan.  

3) Etika Organisasi Pemerintah (X3), yaitu persepsi pegawai tentang pola sikap 

dan perilaku serta hubungan antar individu (pegawai) dan dengan pihak luar 

(masyarakat), dimana pelaksanaan dan penerapannya dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari yang akan menjadi nilai-nilai etika yang harus ditaati dan 

dipatuhi oleh setiap PNS (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS). Indikator variabel etika organisasi 

pemerintah antara lain: kode etik PNS, etika dalam jabatan, kewajiban dan 

larangan, dan pelanggaran etika. 

b. Variabel Dependen: Fraud pada Sektor Pemerintah (Y), yaitu persepsi atau 

pandangan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah mengenai fraud yang 

sering terjadi pada sektor pemerintah khususnya pada Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta (Pristiyanti, 2012). Indikator variabel fraud pada sektor pemerintah 

antara lain: pengeluaran (biaya), penilaian asset, lelang tender, anggaran, bukti 

transaksi, dan perekrutan anggota keluarga. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode survei (survey method), yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok 

(Singarimbun & Sofian, 1981). Survei menganut aturan pendekatan kuantitatif, yaitu 

semakin besar sampel penelitian, hasilnya semakin mencerminkan populasi. Kuesioner 
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penelitian dalam penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan teori, 

konsep, dan peraturan yang dibahas dalam penelitian ini.  

 

3. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap metode analisis data yang terdiri dari 

statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.  

a. Statistik Deskriptif merupakan bagian dari statistik yang digunakan untuk 

menyimpulkan dan mempresentasikan data yang mempunyai tujuan menjelaskan 

atau menggambarkan karakteristik dari data yang digunakan (Ghozali, 2005). 

Statistik deskriptif terdiri dari jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, 

nilai rata-rata (mean), dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar 

deviation).  

b. Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer dalam penelitian ini digunakan 

uji validitas dan uji reliabilitas.  

c. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu 

syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya uji 

asumsi klasik. Menurut Ghozali, (2005) terdapat empat uji asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, multikolineritas, dan heteroskedastisitas.  

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak 

hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Untuk 

mengetahui hasil hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik untuk mengetahui 

besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Uji statistik terdiri dari uji koefisien 

determinasi (R
2
), uji simultan (F/Anova), dan uji parsial (T). 

Mala model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + є…………………………………(i) 

Keterangan:  

Y  = Fraud pada Sektor Pemerintahan 

α  = Konstanta (Intercept) 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

X1 = Keadilan Kompensasi 

X2 = Sistem Pengendalian Internal 

X3 = Etika Organisasi Pemerintah 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

1. Gambaran Umum responden  

 Responden pada penelitian ini adalah PNS yang bekerja di Dinas Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Adapun karakteristik responden yang diteliti yaitu berdasarkan 

usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan dalam Dinas, dan lama bekerja pada 

Dinas tersebut yang akan dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini.   
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Tabel 1 

Gambaran Umum Responden 

No. Karakteristik 

Responden 

Kriteria 

Responden 

Jumlah  

Responden 

Persentase  

(%) 

1. Usia < 30 tahun 

31-40 tahun 

41-50 tahun 

> 51 tahun 

100  

137 

149 

39 

23,53% 

32,23% 

35,06% 

9,18% 

2. Jenis Kelamin Pria 

Wanita 

216 

209 

50,82% 

49,18% 

3. Pendidikan 

Terakhir 

SLTA/Sederajat 

D3 

S1 

S2 

Lainnya 

55 

56 

264 

50  

- 

12,94% 

13,18% 

62,12% 

11,76% 

- 

4. Jabatan Staf 

Kepala Bagian 

372 

53 

87,53% 

12,47% 

5. Lama Bekerja < 5 tahun  

5-10 tahun 

> 10 tahun 

148 

68 

209 

34,82% 

16% 

49,18% 

Sumber: Data Primer 2013 

 

2. Hasil Analisis data 

a. Statistik Deskriptif   

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, pada Tabel 2 berikut ini akan 

ditampilkan karakteristik dari masing-masing variabel dalam penelitian.  

 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

No. Variabel  

Penelitian 

N Min Max Mean Std. 

Deviation 

1. Keadilan Kompensasi  425 1,00 5,00 3,6562 0,63031 

2. Sistem Pengendalian 

Internal  

425 1,00 5,00 3,7864 0,53339 

3. Etika Organisasi 

Pemerintah 

425 1,82 5,00 3,8991 0,51227 

4. Fraud pada Sektor 

Pemerintah  

425 1,00 4,64 1,8369 0,68968 

 Sumber: Output SPSS 2013  

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 425 sampel, dengan nilai standar deviation antara  

0,51227 sampai dengan 0,68968. Perbedaan yang terjadi disetiap variabel relatif 

sangat kecil karena masih berada pada angka 1,0 hal ini memiliki pengertian bahwa 

jawaban responden itu hampir serupa atau homogenize. Secara keseluruhan jawaban 

responden terhadap pernyataan yang diajukan yaitu setuju mengenai keadilan 
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kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi pemerintah dengan 

nilai standar deviation masing-masing sebesar 0,63031; 0,53339; dan 0,51227. 

Sebaliknya, terhadap pernyataan yang diajukan terhadap variabel fraud pada sektor 

pemerintah mengarah pada tidak setuju dengan nilai standar deviation sebesar 

0,68968.  

b. Hasil Uji Kualitas Data 

 Uji kualitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Berikut ini akan dijelaskan hasil dari uji validitas dan 

uji reliabilitas masing-masing variabel.  

1) Hasil uji validitas data.  

Uji validitas digunakan untuk memastikan masing-masing pertanyaan atau 

pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat 

diukur. Uji validitas dilakukan dengan menguji nilai factor loading dari Analisis 

Faktor (Factor Analysis). Hair et al, (2006) menguji nilai factor loading 

berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, karena semakin 

banyak jumlah sampel yang digunakan maka akan semakin mencermikan 

populasi yang ada. Apablia jumlah sampel diatas 350 maka nilai factor loading 

> 0,30 artinya pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner telah memenuhi 

syarat validitas. Hasil uji validitas data untuk masing-masing variabel akan 

ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Data  

 

 

No. 

Nilai Factor Loading 

Keadilan 

Kompensasi  

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Etika 

Organisasi 

Pemerintah 

Fraud pada 

Sektor 

Pemerintah 

1. 0,645 0,761 0,715 0,808 

2. 0,664 0,652 0,779 0,823 

3. 0,678 0,844 0,849 0,803 

4. 0,562 0,850 0,877 0,780 

5. 0,652 0,815 0,847 0,683 

6. 0,741 0,849  0,694 0,712 

7. 0,752 0,742 0,823 0,605 

8. 0,738 0,707 0,791 0,554 

9. 0,650 0,493 0,858 0,619 

10. 0,632 0,326 0,820 0,757 

11. 0,675 0,519 0,732 0,769 

 Sumber: Output SPSS 2013  

Berdasarkan hasil uji validitas data pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa 

semua pernyataan dari empat variabel penelitian adalah valid untuk digunakan, 

dikarenakan nilai factor loading yang diperoleh lebih besar dari 0,3 atau telah 

memenuhi syarat validitas dan dapat dilakukan uji reliabilitas.   

2) Hasil uji reliabilitas data  
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Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi atas jawaban dari 

responden dalam menjawab pertanyaan maupun pernyataan dari setiap variabel 

yang tersusun dalam kuesioner apabila diulangi dua kali atau lebih pada waktu 

yang berbeda. Menurut Sekaran (2006), Cronbach’s coefficient alpha yang 

cukup dapat diterima (acceptable) adalah yang bernilai antara 0,60 sampai 0,70 

atau lebih. Hasil uji reliabilitas data untuk masing-masing variabel akan 

ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini.  

 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Reliabilitas Data  

No. Variabel Penelitian Cronbach Alpha (α) 

1. Keadilan Kompensasi 0,877 

2. Sistem Pengendalian Internal 0,881 

3. Etika Organisasi Pemerintah 0,940 

4. Fraud pada Sektor Pemerintah 0,906 

   Sumber: Output SPSS 2013 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas data pada Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa 

semua pernyataan dari empat variabel penelitian yaitu keadilan kompensasi, 

sistem pengendalian internal, etika organisasi pemerintah, dan fraud pada sektor 

pemerintah adalah reliabel untuk digunakan, dikarenakan nilai Cronbach’s 

coefficient alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,6 atau telah memenuhi syarat 

reliabilitas.  

 

c. Hasil Uji Asumsi Klasik  

 Hasil uji hipotesis yang baik adalah hasil uji yang tidak melanggar asumsi 

klasik yang mendasari model regresi linear, hasil uji asumsi klasik tersebut adalah 

sebagai berikut.  

 

1) Hasil Uji Normalitas  

Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis Grafik 

Normal P-P Plot dimana normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik-titik) pada garis linear dari grafik normal (Ghozali, 2009). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah apabila data (titik-titik) menunjukkan pola 

distribusi yang bergerak disepanjang garis linier maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas data disajikan 

pada Gambar 2 berikut ini.  
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Gambar 2 

Hasil Uji Normal P-P Plot 

 
  Sumber: Output SPSS 2013 

Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa pola distribusi data (titik-

titik) bergerak disepanjang garis linear mengikuti arah garis diagonal, maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.  

 

2) Hasil Uji Multikolinieritas  

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen, jika terdapat korelasi, 

berarti terjadi masalah multikolineritas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi masalah multikolineritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

masalah multikolinearitas diuji dengan nilai VIF (Variance Inflation Factor), 

apabila nilai VIF < 10 maka tidak terjadi masalah multikolineritas. Hasil uji 

multikolineritas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5 

Hasil Uji Multikolineritas  

No. Variabel Penelitian Nilai VIF 

1. Keadilan Kompensasi 1,454 

2. Sistem Pengendalian Internal 2,710 

3. Etika Organisasi Pemerintah 2,197 

    Sumber: Output SPSS 2013  

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel 

independen tersebut tidak menunjukkan adanya masalah multikolineritas. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai VIF yang dihasilkan kurang dari 10, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, artinya tidak terjadi masalah multikolineritas pada model regresi 

tersebut dan telah memenuhi asumsi multikolineritas. 

3) Hasil Uji Autokarelasi 

Uji Autokorelasi menunjukkan apakah terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-

1), dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Model regresi yang 

baik adalah apabila tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi dalam penelitian ini diuji dengan statistik Durbin-Watson (DW). 
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Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 1,588 yang apabila dilihat 

berdasarkan daerah kritis pada Gambar 3 terjadi autokorelasi positif.  

 

Gambar 3 

Daerah Kritis dengan DW = 1,588 

 
Auto (+)  Ragu-ragu AMAN Ragu-ragu Auto (–)  
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Untuk mengatasi masalah autokorekasi positif dilakukan penyembuhan dengan 

LAG_Y yaitu memasukkan variabel dependen menjadi variabel independen. 

Setelah dilakukan penyembuhan dari autokorelasi positif tersebut, maka 

diperoleh hasil uji autokorelasi dengan nilai DW sebesar 1,949 yang apabila 

dilihat berdasarkan daerah kritis pada Gambar 4 tidak terjadi autokorelasi. 

 

Gambar 4 

Daerah Kritis dengan DW = 1,949 

 
Auto (+)  Ragu-ragu AMAN Ragu-ragu Auto (–)  
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Berdasarkan Gambar 4 di atas, nilai DW yang diperoleh sebesar 1,949 dimana 

pada daerah kritis terletak di daerah aman. Maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini sudah tidak terjadi autokorelasi, dengan kata 

lain telah memenuhi asumsi autokorelasi. 

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian atau bersifat heterogen dari satu pengamatan 

(variabel) ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

ketidaksamaan varian atau bersifat homogen. Untuk mengetahui ada tidaknya 

masalah heterokedestisitas pada model regresi maka dilakukan pengujian 

dengan menggunakan uji Gletser. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka model 

regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas 

dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini. 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Heterokedastisitas  

No. Variabel  Penelitian Nilai Signifikan 

1. Keadilan Kompensasi 0,002 

2. Sistem Pengendalian Internal 0,996 

3. Etika Organisasi Pemerintah 0,476 

    Sumber: Output SPSS 2013  
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Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat hanya variabel sistem pengendalian 

internal dan etika organisasi pemerintah yang telah memenuhi asumsi 

heterokedastisitas yaitu nilai signifikan > 0,05 sedangkan variabel keadilan 

kompensasi tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas. Penanggulangan telah 

dilakukan dengan menggunakan uji U Mann Whitney, tapi tetap terjadi 

masalah heterokedastisitas. Oleh karena itu, dilakukan penanggulangan 

terhadap masalah heterokedastisitas dengan menggunakan uji yang berbeda 

yaitu menggunakan Eview’s dengan Uji ARCH (Auto Regressive Conditional 

Heteroscedasticity). Uji ARCH digunakan untuk mengatasi varian error yang 

tidak konstan dalam data penelitian, apabila nilai dari Chi-Square > 0,05 maka 

model regresi tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas. Hasil uji ARCH 

dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.  

 

Tabel 7 

Hasil Uji ARCH  

F-statistic 

Obs*R-squared 

2,331736 

2,329909 

Prob. F(1,421)  

Prob. Chi-Square(1) 

0,1275 

0,1269 

   Sumber: Output Eview’s  

Berdasarkan Tabel 7 di atas, nilai probabilitas dari Chi-Square sebesar 0,1269 

lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini sudah bebas dari masalah heterokedastisitas, yang artinya model 

regresi telah memenuhi asumsi heterokedastisitas dan dapat dilakukan uji 

hipotesis.  

d. Hasil Uji Hipotesis  

 Uji hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau 

menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Hasil 

hipotesis dapat diketahui setelah melakukan uji statistik untuk mengetahui besarnya 

hubungan antar variabel yang diteliti. Uji statistik terdiri dari Uji Koefisien 

Determinasi (R
2
), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Parsial (Uji T). Hasil uji hipotesis 

dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.   

 

Tabel 8 

Hasil Uji Hipotesis  

Variabel  

Penelitian 

Koefisien 

Regresi 

Std. 

Error 

Uji T 

Sig.  

Ket. 

Konstanta  3,413 0,275 0,000  

Keadilan Kompensasi -0,202 0,058 0,000 H1 = Sig - 

Sistem Pengendalian Internal -0,248 0,093 0,008 H2 = Sig - 

Etika Organisasi Pemerintah -0,060 0,045 0,490 H3 = Tidak Sig - 

α =  0,05       

N = 425 

Uji R
2
: Nilai Adj R

2
 = 0,173 

Uji F: Nilai Fstat = 23,178 dan  Nilai Sig = 0,000 

Sumber: Output SPSS 2013  
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Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi yang 

dihasilkan dapat disusun kedalam model persamaan berikut ini:   

Y = 3,413 - 0,202X1 - 0,248X2 - 0,060 X3 + є……………………………. (ii)  

Hasil uji hipotesis yang terdiri dari Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
), Uji 

Simultan (Uji F), dan Uji Parsial (Uji T) akan dijelaskan di bawah ini berdasarkan 

Tabel 8 di atas. 

1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diperoleh nilai Adj R
2
 sebesar 0,173. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variasi dari variabel dependen yaitu fraud pada sektor 

pemerintah mampu dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu 

keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi 

pemerintah sebesar 17,3%, sedangkan sisanya sebesar 82,7% dijelaskan oleh 

variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, nilai signifikan yang dihasilkan Uji F sebesar 0,000 

< 0,05 dan nilai Fstat sebesar 23,178. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

variabel independen yaitu keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, 

dan etika organisasi pemerintah secara simultan (serentak) mampu 

mempengaruhi variabel dependen yaitu fraud pada sektor pemerintah, sehingga 

penelitian ini berhasil menolak Ho dan menerima Ha. 

3) Uji Parsial (Uji T) 

Hasil hipotesis 1 berdasarkan Tabel 8 di atas, menunjukkan nilai koefisien 

regresi keadilan kompensasi sebesar -0,202, tanda negatif pada koefisien regresi 

menunjukkan apabila terjadi perubahan kenaikan keadilan kompensasi sebesar 

1% akan mengakibatkan penurunan fraud pada sektor pemerintah sebesar 

20,2%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,000 

< 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara keadilan kompensasi terhadap fraud pada 

sektor pemerintah. Penelitian ini berhasil menolak Ho dan menerima Ha. 

Hasil hipotesis 2 berdasarkan Tabel 8 di atas, menunjukkan nilai koefisien 

regresi sistem pengendalian internal sebesar -0,248, tanda negatif pada koefisien 

regresi menunjukkan apabila terjadi perubahan kenaikan sistem pengendalian 

internal sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan fraud pada sektor 

pemerintah sebesar 24,8%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikan 

diperoleh sebesar 0,008 < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara sistem pengendalian 

internal terhadap fraud pada sektor pemerintah. Penelitian ini berhasil menolak 

Ho dan menerima Ha.  

Hasil hipotesis 3 berdasarkan Tabel 8 di atas, menunjukkan nilai koefisien 

regresi etika organsasi pemerintah sebesar -0,060, tanda negatif pada koefisien 

regresi menunjukkan apabila terjadi perubahan kenaikan etika organisasi 

pemerintah sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan fraud pada sektor 

pemerintah sebesar 6%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikan 

diperoleh sebesar 0,490 > 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara etika organisasi pemerintah 
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terhadap fraud pada sektor pemerintah. Penelitian ini berhasil menerima Ho dan 

menolak Ha.    

 

3. Pembahasan Hasil dan Pertanyaan Penelitian  

a. Pembahasan H1: Pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Fraud pada Sektor 

Pemerintah  

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambrose & 

Schminke (2009) dan Cropanzano et al, (2007) yang menyatakan bahwa keadilan 

dalam organisasi memiliki potensi untuk menciptakan manfaat yang kuat bagi 

organisasi maupun karyawan, seperti membangun kepercayaan dan komitmen yang 

lebih besar, meningkatkan prestasi kerja, membangun kepuasan dan loyalitas, dan 

mengurangi konflik seperti fraud akibat dari ketidakadilan yang diterima. Senada 

dengan penelitian Ambrose & Schminke (2009) dan Cropanzano et al, (2007), hasil 

penelitian Herman (2013) dan Prasetyo (2011) menemukan bahwa keadilan dalam 

organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat fraud pegawai, keadilan dalam 

organisasi menekankan bagaimana kompensasi dan promosi dialokasikan secara adil 

dan proporsional. Adanya pengaruh keadilan kompensasi terhadap fraud yang terjadi 

pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan standar kebutuhan yang semakin 

meningkat, perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu dimana ditandai dengan 

kenaikan akan kebutuhan yang terus meningkat, ditambah dengan naiknya tingkat 

inflasi yang akan berdampak pada kenaikan harga barang secara umum.  

 Bagi PNS yang hanya menerima penghasilan tetap tidak mampu hanya dengan 

mengandalkan kompensasi yang diterima, pengeluaran yang lebih besar dari 

penerimaan akan menimbulkan rangsangan atau keinginan PNS melakukan fraud untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kecenderungan fraud terjadi. Karena salah satu penyebab 

terjadinya korupsi adalah perasaan yang menolak ketidakadilan (inequity) akibat upah 

dibawah standar (underpayment) atau ketidakrelaan menerima gaji yang relatif terbatas 

dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yang layak. Selain itu, kebijakan promosi yang 

adil dan transparan terhadap semua pegawai juga merupakan wujud dari terlaksananya 

keadilan. Dengan memberikan pekerjaan (promosi) yang sesuai dapat memotivasi 

pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja yang baik dan dapat mengurangi 

terjadinya fraud dalam instansi pemerintahan.  

b. Pembahasan Hipotesis Dua: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Fraud pada Sektor Pemerintah 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitiaan yang dilakukan oleh Rae & 

Subramaniam (2008) yang meneliti tentang kualitas prosedur pengendalian internal 

sebagai variabel moderating pada pengaruh keadilan dalam organisasi terhadap fraud 

karyawan, dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pengendalian internal 

dapat menekan terjadinya fraud karyawan. Hal ini juga dijelaskan oleh Cuomo (2005) 

bahwa dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit ataupun non 

profit dapat melindungi aset perusahaan dari fraud dan tentunya membantu manajemen 

dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Selain itu, Wilopo (2006) membuktikan 

bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap 

fraud pegawai. Senada dengan penelitian Wilopo (2006), penelitian yang dilakukan 

oleh Puspitadewi & Irwandi (2012) juga menemukan adanya hubungan antara kualitas 

pengendalian internal terhadap kecurangan pegawai.  
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 Adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap fraud yang terjadi pada 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan masih lemahnya pengendalian internal 

yang diterapkan dalam instansi tersebut, diantaranya yaitu kurangnya pemantauan yang 

berkelanjutan terhadap suatu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sehingga adanya peluang bagi PNS untuk memanfaatkan kesempatan tersebut 

untuk melakukan fraud karena lemahnya pengawasan. Hal tersebut terbukti dengan 

adanya temuan BPK yang mengungkapkan kelemahan satuan pengawasan internal 

(SPI) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terhadap temuan tersebut, BPK meminta agar 

Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan optimalisasi dalam perbaikan 

satuan pengawasan. SPI pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan 

Gubernur No. 171 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan SPIP. Penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa sebesar 24,8% fraud yang terjadi disebabkan karena belum 

efektifnya sistem pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan IHP Semester II  BPK tahun 2012 yang mengungkapkan 

bahwa kerugian negara sebesar Rp 9,27 triliun, dari jumlah tersebut sebesar 37,19% 

adalah dikarenakan belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal yang ada dalam 

instansi pemerintahan itu sendiri.  

c. Pembahasan Hipotesis Tiga: Pengaruh Etika Organisasi Pemerintah terhadap 

Fraud pada Sektor Pemerintah 

 Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara etika terhadap 

fraud yang terjadi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) yang 

menunjukkan bahwa moralitas manajemen dan perilaku tidak etis memberikan 

pengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi pada perusahaan. Etika organisasi 

merupakan nilai-nilai, norma-norma dalam organisasi yang diimplementasikan dalam 

bentuk perilau etis yang dipahami, dijiwai, dan diparaktikkan oleh individu dan 

menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Apabila setiap individu dalam 

organisasi memiliki etika yang kuat maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya 

perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan organisasi, misalnya fraud.  

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & 

Soetikno (2012) yang salah satu variabel penelitiannya membahas tentang moralitas 

atau etika manajemen. Hasil dari penelitiannya menemukan bahwa variabel moralitas 

(etika) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Menurut Rahmawati & Soetikno 

(2012), semakin tinggi etika atau moral yang dimiliki PNS dalam suatu instansi 

pemerintah belum tentu dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan fraud¸ 

karena apabila sistem pengendalian internal yang ada dalam instansi tersebut lemah 

atau tidak efektif maka fraud juga bisa terjadi meskipun PNS tersebut bermoral karena 

fraud dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya 

jujur sekalipun.    

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh 

dari variabel etika organsasi terhadap fraud pada sektor pemerintah, dikarenakan 

pernyataan yang mengukur variabel etika organisasi pemerintah yang ada dalam 

kuesioner belum mencerminkan atau menggambarkan etika dari masing-masing 

individu atau PNS dalam instansi pemerintah tersebut. Pernyataan yang diajukan dalam 

kuesioner hanya menanyakan apakah etika yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 

Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS telah dilaksanakan atau belum, 

sehingga pernyataan tersebut hanya menggambarkan etika organisasi secara umum.  
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d. Strategi Penanggulangan Fraud pada Sektor Pemerintah  

 Berdasarkan hasil penelitan tersebut, sistem pengendalian internal menjadi faktor 

utama terjadinya fraud pada sektor pemerintah karena pesrentase yang diperoleh paling 

tinggi yaitu sebesar 24,8%. Oleh karena itu, strategi yang tepat untuk pemberantasan 

fraud tersebut yaitu dengan kombinasi dari strategi represif (penindakan) dan preventif 

(pencegahan). Strategi represif bertujuan menilai ketaatan manajemen atas standar atau 

peraturan yang ditetapkan dan menyarankan tindakan yang diperlukan guna mengatasi 

kerugian, kesalahan, atau korupsi yang mungkin ditemukan. Strategi represif umumnya 

dilakukan dengan menginvestigasi fraud untuk menentukan penyimpangan dan pelaku, 

serta memproses secara hukum dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan 

calon pelaku fraud. Dalam praktek penanganan fraud di lingkungan sektor publik, 

strategi represif jarang dilakukan oleh manajemen organisasi, sehingga banyak kasus 

fraud ditangani oleh unsur pengawasan eksternal atau oleh penegak hukum seperti 

KPK, Kejaksaan, dan POLRI.  

 Strategi preventif diarahkan pada pengembangan infrastruktur pencegahan fraud. 

dilakukan melalui penciptaan struktur pertanggungjawaban pada setiap tingkatan 

manajemen, yaitu tingkat strategik dan operasional. Pada tingkat stratejik, 

tanggungjawab manajemen untuk mencegah dan mendeteksi fraud harus tercermin 

pada rencana organisasi, rencana manajemen, dan manual operasi. Sedangkan pada 

tingkat operasional, tanggungjawab manajemen untuk mencegah dan mendeteksi fraud 

harus dicantumkan dalam uraian tugas, edaran, dan prosedur (Zack, 2003 dalam 

Soepardi, 2010). Di sektor publik atau instansi pemerintah, penciptaan struktur 

pertanggungjawaban dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan dan setiap bagian 

yang ada pada instansi tersebut. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon 

pelaku untuk melakukan fraud dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan 

fraud akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pernyataan dari 

organisasi pemerintah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (zero tolerance) 

terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi. Pernyataan sikap ini didukung oleh 

keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang 

kondusif dalam mencegah korupsi (Crime and Misconduct Commission, 2004 dalam 

Soepardi, 2010).  

 Selain itu, adanya komunikasi kepada pihak eksternal juga sangat penting dilakukan 

karena pemerintah bergerak dibidang pelayanan publik, dimana harus adanya 

akuntabilitas yang kuat dalam suatu organisasi. Secara terbuka organisasi 

mengumumkan kepada masyarakat mengenai program pencegahan korupsi yang 

sedang dilaksanakan serta kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam upaya mencegah 

perbuatan fraud yang terjadi dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menginformasikannya melalui website setiap Dinas atau media massa sehingga dapat 

dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Faktor kedua yang mempengaruhi 

fraud pada sektor pemerintah yaitu belum terwujudnya keadilan kompensasi dalam 

organisasi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kompensasi 

terhadap pegawai yaitu dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup layak pegawai pada saat ini secara proporsional sesuai 

dengan fungsinya. Fungsi kompensasi adalah menciptakan sistem penghargaan yang 

layak baik bagi organisasi maupun bagi pegawai atau karyawan, artinya bagi organisasi 

sistem pengupahan tersebut tidak menghasilkan upah yang berlebihan, namun dapat 

efektif, sebaliknya bagi karyawan sistem pengupahan tersebut tidak pelit tetapi dapat 
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memuaskan, minimal kebutuhan dasar mereka. Jadi kompensasi yang diberikan 

haruslah efektif, layak, tidak berlebihan, dan mampu terciptanya saling menguntungkan 

antara perusahaan dan karyawan. Menurut Patton dalam Permatasari (2010) terdapat 

tujuh keefektifan dalam kompensasi, yaitu kompensasi harus: cukup, layak, seimbang, 

efektif, aman atau terjamin, menyediakan insentif, dan akseptabel.  

 Selain itu, dalam praktiknya organisasi harus melaksanakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), karena keadilan merupakan salah satu dari 

prinsip good governance (Graham, 2003 dalam Soepardi, 2010). Tata kelola 

pemerintahan yang baik mengandung nilai-nilai efisiensi, keadilan, dan daya tanggap, 

yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan good governance di sektor publik 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik, 

yang selama ini cenderung dipersepsikan sebagai lembaga yang sarat dengan kolusi, 

korupsi, dan nepotisme, serta kurang profesional dalam melakukan tugasnya, terutama 

dikaitkan dengan pelayanan kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam 

perkembangan sektor publik di Indonesia paska reformasi adalah menguatnya tuntutan 

akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 

2009). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik.  

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini membahas mengenai fraud yang terjadi pada sektor pemerintah 

khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan faktor keadilan 

kompensasi, sistem pengendalian internal dan etika organisasi pemerintah. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

variabel keadilan kompensasi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh 

negatif terhadap fraud pada sektor pemerintah. Sebaliknya, variabel etika organisasi 

pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap fraud pada sektor pemerintah. Selain 

membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada sektor 

pemerintah, penelitian ini juga membahas strategi terpadu dalam penanggulangan 

masalah fraud tersebut. Strategi penanggulangan fraud dapat dilakukan melalui 

kombinasi strategi represif (penindakan) dan strategi preventif (pencegahan). 

Memberikan tingkat kompensasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup 

layak yang sesuai serta transparan bagi setiap pagawai sesuai dengan fungsi 

kompensasi. Disamping itu, upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan 

pelaksaaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah dapat 

menjalankan praktek-praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya 

serta melibatkan masyarakat luas dalam memantau dan mendorong perbaikan kinerja 

instansi pemerintah. Hasil pengujian yang dilakukan telah memberikan jawaban bahwa 

tujuan penelitian telah tercapai. 
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1. Implikasi untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi dalam upaya pencegahan fraud 

pada sektor pemerintahan khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain 

dengan: 

a. Mengembangkan kombinasi strategi represif (penindakan) dan preventif 

(pencegahan) pada setiap instansi pemerintahan. Strategi represif dilakukan dengan 

menginvestigasi fraud untuk menentukan penyimpangan dan pelaku, serta 

memproses secara hukum dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan 

calon pelaku fraud. Sedangkan strategi preventif dilakukan melalui pengembangan 

sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, 

dan memudahkan pengungkapan fraud. Upaya yang dilakukan yaitu adanya 

pernyataan dari setiap instansi secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi atau 

zero tolerance terhadap segala tindakan yang berbau korupsi. Dan penciptaan 

struktur pertanggungjawaban pada setiap tingkatan seperti setiap jenjang jabatan 

dan setiap bagian yang ada pada instansi tersebut. 

b. Memberikan tingkat kompensasi yang efektif yaitu cukup, layak, seimbang, efektif, 

aman, menyediakan insentif, dan akseptabel. dan mampu terciptanya saling 

menguntungkan antara instansi pemerintah dan pegawai. 

c. Menerapkan pelaksaaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Penerapan good governance di sektor publik mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik, yang selama ini cenderung 

dipersepsikan sebagai lembaga yang sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, 

serta kurang profesional dalam melakukan tugasnya, terutama dikaitkan dengan 

pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, maka setiap lembaga-

lembaga pemerintahan dan para aparaturnya harus mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.    

 

2. Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa kelemahan yang membatasi 

kesempurnaannya, sehingga perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. 

Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

a. Penelitian ini hanya meneliti tiga faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud 

pada sektor pemerintah, yaitu keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, 

dan etika organisasi pemerintah. Maka dari itu, hasil penelitian dari ketiga variabel 

independen tersebut hanya mampu menunjukkan adanya pengaruh terhadap fraud 

sebesar 17,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diukur 

dalam penelitian ini. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei melalui kuesioner, tanpa 

melakukan wawancara secara langsung. Sehingga simpulan yang diambil hanya 

berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara 

tertulis. 

c. Jumlah responden (sampel) yang digunakan pada penelitian ini masih relatif sempit, 

hanya pada SKPD yang ada pada Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

 

3. Saran 

 Berdasarkan keterbatasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan 

evaluasi berikutnya, antara lain: 
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a. Dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud 

pada sektor pemerintah, seperti lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan 

hukum, monopoli kekuasaan, dan lainnya, sehingga akan memperluas khasanah 

pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca. 

b. Tidak hanya menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertutup melalui kuesioner, 

tetapi juga menambah dengan pertanyaan terbuka dengan melakukan wawancara 

sehingga hasil yang didapat lebih akurat. 

c. Memperluas sampel penelitian (responden), tidak hanya dari Dinas tetapi juga dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti Badan, Biro, Inspektorat 

atau Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, penelitian mengenai 

fraud dapat dilakukan dari segi persepsi auditor baik BPK maupun BPKP. 

d. Menggunakan alat uji yang berbeda selain SPSS seperti SEM. Hal ini bertujuan 

untuk melihat perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan SPSS dan SEM, sehingga peneliti dapat mengetahui kelemahan dan 

kelebihan dari kedua alat uji tersebut. 
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